PEMERINTAN KARUPATEN LEMBATA
DINAN PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
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Menimbang

AN RETENAOAKERIAAN,

a bahwa pendutikan Anak Usis D (FALTH Nan Forrsel

Jenis Kelompok  Dermain (KONEW Maupun Formal
Taman Nanak-kanak (TK)  adalah  seats ey
pemtunaan vang ditiukan kepada anak sma O g

6 tabun, vang dilakukan melals pembenas
TAngRAngan penduliian untuk e ety
pertumbuhan dan perkembangan jasman: dan roPac
agar  anak  memilikt  kemapan dalam mroasua
pendidikan letah lanjut,

bahwa rendahnva APK PAUD dan terbatasess el
Lembaga Pendidikan Formal (TK) dan Neo Formal
(NOBER), dalam rangka mendukung pemeraiaas.
perfuasan akses dan mutu layanan Pendicthas \oak
Umsa Dint,

Bahwa Pendidikan Anak Usia D (PAUDY Foemal ™S
St Fransskus D Desa Aap Aades  Secamatas
Wulandoni  telah betjalan selama 16 jenam belaw
tahun sejak tahun 2004 sampa: sekarang dar sewan
petunjuk teknis  penvelenggaraan  telah  memenchs
warat,

Rahwa terdasarkan perumbangan  sebagaemane
dimaksud dalam huruf a, b dan ¢ dans, maka periy
ditetapkan keputusan Nepala Dinas Proanaman Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Netenagnkenaan
tentang lamn Operassonal Penvelenggamaan Pendetian
Anak Usta Dimt (PAUDN Pormal Jerss Taman Kamak -
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Undang Undung  Romer 52 Tahan 199 wenteng
Pembemtakan Kabugaten Lembma embsaran Negara
Hepatdly  Indonests Tahun 1999 Bomor 180,
Tambahan  Lembssn Negara Pegublik  Indanesia
Nomor  %901)  wehagpimans  telsh  divksh dengan
Undang - Undung Nomar 12 Tahun 2000 tentang
Perubahan  Atas Undeng, Undang  Nomor 57
Tahun 1999 tentang  Pembentukan Kabupaten
Lrmbaa (Lembaran Negarn Republile Indonesia Tahun
2000 Nomar 749, Tambahan Lembaran Negara Fepubilik
Indonesia Nomar 396G7),

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2007% tentang Sistin
Pendidikan  Namonal  (Lembaran Neggara Pepublik
Indonesia  Tahun  200%  Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Romor 4301},
Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2004 tentang
Permenintahan Daerah | Lembaran Negara Fepublik
Indonesia  Tahun 2004  Homor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4437 ),
wehagaimana diubzh dengan Undang - Undang, Nomor
49 Tahun 2004 tentang Pemerintzh Daerah Menjadi
Undang - Undang, ( Lembaran Negara Fepublik
indonesiz Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negzara Pepublik Indonesia Nomor 44358 |,
Undzng-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbanygzn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintzn Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesiza Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 3586},
ndane-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang



7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3296);
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubzhan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun

2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan  dan  Penyelenggarazn Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diuybah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N

omor
17 Tahun 2010

tentang  Pengelolaan

dan
Penyelenggaraan Pendidikan

Pengelolaan dan

: (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1232. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavasn N

Penvelenggaraan Pendidikan
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

Terpadu  Kabupaten Lembata (Berita  Daeral
Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 40},

19. Peraturan Bupati Lembata Nomor 101 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor
101);

20. Keputusan Bupati Lembata Nomor 238 Tahun 2017
tentang Penetapan Nama, Jalur Pendidikan Anak Usia
Dini, Status, Jumlah, Nomor Urut Dan Lokasi: Taman
Kanak — Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan

Anak, Satuan PAUD Sejenis Di Kabupaten Lembata:

1. Surat Rekomendasi Sekretaris Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata
Nomor : DPKO.837/1V/123/2019, Tentang
Permohonan Pemberian lzin Operasional TH- St
Fransiskus di Desa Alap Atadei Kecamaian Wulandoni:

2. Surat dari Kepala TK. St. Fransiskus Nomor
01/TK.St.F/XI1/2019, Tanggal : 02 Desember 2019,
Perihal Permohonan Rekomendasi TK. St. Fransiskus
di Desa Alap Atadei Kecamatan Wulandoni.

3. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Dirslzorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direkiorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikzn

Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2015.
MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak
(TK) St. Fransiskus Di Desa Alap Atadei Recamatan
Wulandoni;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menfindy svanat

kelancaran berdirmya Lembaga Pendidikan Anak Uwmia D
(PAUD) TK. St. Fransiskus I Desa Alap Atader Kecamatan
Pengeloln/

Wulandoni menjadi tangeungiawab

Penyelenggara Sekolah, Termasuk Guru/ Tena

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar,
dan peraturan yang

pin Pendidili;

kuritkulum

vang digunakan mengikuti petunjuk

berlaku;
Yavasan atau badan pendinn /[ penyelenggiara weholah

berkewajiban  membuat laporan  tertulis  mengend

perkembangan  sckolah yang dibinanya  kepada  Kepala
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahragn dan Kepala
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Mty
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata.

Apabila keputusan pada Diktum Kedua, Ketign
Keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan  Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata dapat mencabut

dan

kembali keputusan ini;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. terhutung
mulai tanggal 27 Desember 2019 Sampai dengan
27 Desember 2022, dengan Kketentuan segala sesuatu akan
ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 27 Desember 2019
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